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ABSTRAK 

PENANGANAN PEMBIAYAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH 

KOTABUMI 

 

LAZUARDI GITA NUR AZMI 

NPM: 1502080093  

       PT. BPR Syariah Kotabumi adalah badan usaha yang salah satu tugasnya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Pembiayaan merupakan 

pendanaan atau penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada 

pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara keduabelah pihak dan pihak 

yang diberikan pembiayaan harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

       Dalam kegiatan operasional PT. BPR Syariah Kotabumi pada sektor 

pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan 

bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank atau 

lembaga keuangan syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah 

itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan 

macet. 

        Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di PT. BPR 

Syariah Kotabumi kantor pusat yang beralamat di JL.Soekarno Hatta No. 181 

Kotabumi Lampung Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data 

dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan 

teknik analisis data kualitatif. 

       Dari hasil penelitian penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah 

Kotabumi mengelompokkan pembiayaan bermasalah kedalam 4 kolektabilitas 

yaitu Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), Kolektabilitas 3 (kurang lancar), 

Kolektabilitas 4 (diragukan). Sedangkan untuk melakukan analisis data nasabah 

menggunakan 5C. 
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Artinya: Dan jika (orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. QS. Al-Baqarah: 280.
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Tabel Rasio Pembiayaan Bermsalah (NPF) PT. BPRS Kotabumi
2
 

No. Tahun 
Pembiayaan NPF NPF 

(dalam Miliar) (dalam Miliar) % 

1 2015 65.545.819.985 1.315.759.100 2.01 

2 2016 74.859.020.000 2.030.674.600 2.71 

3 2017 101.617.091.500 1.644.460.100 1.62 
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 Laporan tahunan PT. BPRS Kotabumi 2015, 2016 & 2017. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. ` Latar Belakang Masalah 

       Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud 

dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.
3
 

       Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, 

yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya  berdasarkan kepada hukum 

islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan Al-

Hadis.
4
 

       Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya 

lembaga-lembaga keuangan, lembaga keuangan tersebut dipertegas 

munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional.
5
 

       Berkaitan dengan BPR Syariah, sebagaimana terlihat dalam Pasal 21 UU 

Perbankan Syariah, kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPRS salah satunya

                                                             
       

3
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2011),  h. 30 

       
4
 Rachmadi Usman,  Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta:  Sinar Grafika, 

2012), h. 35 

       
5
 Heri Sudarsono,Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi, 

(Yogyakarta:Ekonisia, 2003), h. 94 
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 adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi 

hasil.
6
 

              Kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) mempunyai peranan 

penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan 

bagian terbesar sunber penghasilan bank. Penyaluran pembiayaan tersebut 

haus melalui proses analisis kredit. Karena pemberian pembiayaan tanpa 

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Terlebih akan 

menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau yang biasa disebut 

dengan NPF (Non Performing Financing). 

       Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing Loan (NPL) atau Non 

Performing Financing (NPF) adalah kredit atau pembiayan bermasalah yang 

berklasifikasi kurang lancar, diragukan, macet. NPL diperuntukan bagi bank 

umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
7
 

       PT. BPRS Kotabumi yang memiliki kantor pusat terletak di JL.Soekarno 

Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. PT. BPR Syariah Kotabumi yang 

mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 merupakan bentuk Investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk 

Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan (BUMD).  Kegiatan 

yang  dilakukan oleh PT. BPRS Kotabumi salah satunya adalah menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad 

                                                             
       

6
 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 

2009), h.86-87 

       
7
 Diambil dari https://justinaelvharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/, 

pada tanggal 11 Oktober 2018 

https://justinaelvharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/
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murabahah, salam, atau istishna, pembiayaan berdasarkan akad qardh, 

pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah 

berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik, dan pengambilan utang  berdasarkan akad hawalah.
8
 

       Dalam kegiatan operasional PT. BPRS Kotabumi pada sektor 

pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini 

dapat dilihat dari tabel data sebagai berikut. 

Tabel Rasio Pembiayaan Bermsalah (NPF) PT. BPRS Kotabumi
9
 

No. Tahun 
Pembiayaan NPF NPF 

(dalam Miliar) (dalam Miliar) % 

1 2015 65.545.819.985 1.315.759.100 2.01 

2 2016 74.859.020.000 2.030.674.600 2.71 

3 2017 101.617.091.500 1.644.460.100 1.62 

 

       Jika dilihat dari table di atas, PT. BPRS Kotabumi mengalami 

peningkatan persentase pembiayaan bermasalah (NPF) di tahun 2015 

mengalami peningkatan dari 2.01% menjadi 2,71% di tahun 2016, ini 

menunjukan bahwa PT. BPRS Kotabumi memiliki kualitas yang kurang 

sehat, namun pada tahun 2017 persentase pembiayaan mengalami penurunan 

diangka 1,62%. 

       Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR 

Syariah Kotabumi. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul 

”Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.” 

                                                             
       

8
 Diambil dari  http://bprskotabumi.co.id/, pada tanggal 11 Oktober 2018 

       
9
 Laporan tahunan PT. BPRS Kotabumi 2015, 2016 & 2017. 

http://bprskotabumi.co.id/
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B. Pertanyaan Penelitian 

       Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah 

tugas akhir ini adalah “Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah di 

PT. BPR Syariah Kotabumi?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penyusunan Tugas 

Akhir ini penulis mempunyai tujuan yaitu ingin mengetahui 

penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi. 

2. Manfaat Penelitian 

       Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

       Untuk menambah wawasan dan pemahaman di bidang 

perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. 

 

b. Manfaat praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan terkait upaya penanganan pembiayaan 

bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi. 

D. Metode Penelitian 



5 
 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk 

menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.
10

 

       Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Syariah Kotabumi. Yang 

beralamat di JL.Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung 

Utara. 

b. Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, 

cermat, akurat, dan tepat.
11

 Penelitian deskriptif memiliki tujuan 

menghasilkan gambaran akurat tentang suatu keadaan secara 

objektif. 

       Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari 

informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan 

kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan 

fakta terhadap persoalan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini 

peneliti akan memecahkan atau menguraikan masalah mengenai 

                                                             
        

10
 Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian&Teknik Penyusunan Skripsi,(Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2011),  h. 96 

       
11

 Morissan, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37 
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strategi penyelesaian didalam proses penanganan pembiayaan 

bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

      Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
12

 Sumber data dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi 

khususnya pada  bagian marketing, remedial, legal officer dan 

account officer. 

b. Sumber Data Sekunder 

      Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data yang 

menjadi pelengkap dari sumber data primer, sumber data yang 

diperoleh melalui buku-buku pustaka, dokumen-dokumen yang 

merupakan hasil penelitian.
13

 Sumber data Sekunder yang peneliti 

gunakan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan perbankan 

syariah, seperti karangan Muhammad Syafi’I Antonio (Bank 

Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001), Heri 

Sudarsono (Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: 

Ekonisia, 2003), Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad (Transaksi 

Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013 ), Rachmadi Usman, (Aspek 

Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), 

serta buku-buku perbankan syariah lainnya. 

                                                             
      

12
 Sugiono, Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012),  h. 225 

       
13

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV . Pustaka Setia, 2008),  h. 93 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

      Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi, 

maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk 

mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik 

pengupulan data yang digunakan adalah 

a. Wawancara 

      Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
14

 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas 

terpimpin, di mana pewawancara membawa pedoman yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.
15

 

Peneliti mewawancarai marketing PT. BPR Syariah Kotabumi, 

Bapak Agus Prasetyo sebagai Legal Officer dan Bapak Irawan 

Hakim sebagai Remedial tentang penanganan pembiayaan 

bermasalah. 

 

b. Dokumentasi 

        Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung 

                                                             
       

14
 Nasution, Metode Research (Peneltian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.113 

       
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 199 
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keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih 

aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
16

 

       Dokumen yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul, baik sejarah, 

visi misi, struktur dan laporan akhir tahun dari tahun 2015 sampai 

2017 dari PT. BPR Syariah Kotabumi. 

E. Teknik Analisis Data 

       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan/observasi dan 

dokumentasi, dengan cara ,mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
17

 

       Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif , yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pada hubungan 

tertentu.
18

 

       Dalam hal ini, data yang diperoleh dari fakta di PT. BPR Syariah 

Kotabumi terkait dengan pembiayaan bermasalah kemudian ditarik 

sesimpulan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah 

Kotabumi. 

                                                             
       

16
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 152 

       
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.,  h. 

335 

       
18

 ibid., 



9 
 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul “Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi” adalah terdiri dari 

empat bab: 

       Bab I berisi tentang latar belakang  masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, maanfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

       Bab II membahas tentang Pengertian pembiayaan, fungsi 

pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, 

analisa pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, macam-

macam pembiayaan bermasalah dan proses penanganan pembiayan 

bermasalah. 

       Bab III Pembahasan, membahas gambaran umum tentang 

profil PT. BPR Syariah Kotabumi meliputi sejarah dan gambaran 

umum, visi dan misi PT. BPR Syariah Kotabumi, struktur 

organisasi,produk pembiayaan PT. BPR Syariah Kotabumi dan 

proses penanganan pembiayan bermasalah di PT. BPR Syariah 

Kotabumi. 

       Bab  IV Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

       Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.  Pembiayaan 

memberikan hail yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya 

yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui 

pembiayaan,bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang 

mendalam. Penyalura dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan 

kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada 

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa 

dana bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, 

sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
19

 

       Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1988 jo Undang-Undang No. 

7 tahun 1992 tentang pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan  antara pihak bank dengan pihak yang lain yang 

                                                             
       

19
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105 
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mewajibkan pihak yang dibiayai untukmengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengen imbalan atau 

bagi hasil.
20

 

       Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan dana 

yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain (nasabah) 

berdasarkan kesepakatan antara keduabelah pihak dan pihak yang 

diberikan pembiayaan harus mengembalikan uang atau tagihan dalam 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2. Fungsi pembiayaan 

       Pembiaayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna 

meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, 

lembaga, badan usaha dan lain-lain yang menbutuhkan dana. Fungsi 

pembiayaan antara lain:
21

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan 

jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat 

pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan 

lalulintas pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle 

fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan 

salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki 

                                                             
       

20
 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 12 

       
21

 Ismail, Perbankan Syariah, h.108 
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dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat 

memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan. Dana berasal dari golongan yang kelebihan dana, 

apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka  

akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatan oleh pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan 

akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan 

peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. 

Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada 

jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di 

masyarakat memliki dampak yang besar pada penurunan harga. 

3. Unsur-Unsur Pembiayaan 

a. Bank Syariah 

       Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan 

pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

b. Mitra Usaha atau Patner 

       Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayan 

dari pihak bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh 

bank syariah. 
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c. Kepercayaan 

       Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban 

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan 

pembayaan kepada mitra usaha sama ertinya dengan bank 

memberikan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa penerima 

pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 

d. Akad 

       Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan 

yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah. 

e. Resiko 

       Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank 

syariah selalu menanggung resiko tidak kembalinya dana. Resiko 

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul 

karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka Waktu 

       Merupakan periode waktu yang diberikan oleh nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. 
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g. Balas Jasa 

       Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank 

syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan 

akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. 

4. Jenis-Jenis  Pembiayaan 

a. Pembiayaan menurut tujuannya 

1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis 

dalam satu siklus usaha. 

2) Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada 

nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) 

yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. 

b. Pembiayaan menurut jangka waktu 

1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang diberikan 

dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka 

pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai 

modal kerja. 

2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan  yang 

diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga 

tahun diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, 

investasi, dan komunikasi. 
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3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka 

waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya 

diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.
22

 

       Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan 

kedalam bentuk aktiva produktif. 

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

1) Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam 

dana dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu 

dengan pembagian nisbah yang telah disepakati. 

2) Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik 

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada 

suatu usaha tertentu, dengan nisbah yang telah disepakati. 

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

1) Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank 

dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang 

diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan, besar harga perolehan ditambah 

dengan mergin/keuntungan yang telah disepakati antara bank 

dengan nasabah. 

2) Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan 

cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran 

harga terlebih dahulu. 
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3) Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

1) Pembiayaan ijarah perjanjian sewa menyewa suatu barang 

dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 

2) Pembiayaan ijarah mutahiya biltamlik adalah perjanjian sewa 

menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan 

kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada 

pihak yang penyewa.
23

 

       Jadi berdasarkan uraian di atas jenis-jenis pembiayaan di 

lembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam 

mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan 

bermasalah yang ada di bank syariah. 

B. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

       Pembiayaan bermasalah adalah utama didalam hal pembayaran 

yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau 

diperlukan tindakan yuridis didalam pengembalian atau kemungkinan 

potensial loss (potensi kerugian).
24

 Menurut Adiwarman A Karim 

pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti 

dihadapi oleh setiap bank karena itu resiko ini sering disebut dengan 

                                                             
       

23
 Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 687 

       
24

 Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

102 
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resiko pembiayaan. Resiko pembiay  aan merupakan resiko yang 

timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah di 

lakukan.
25

 

       Dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh 

direktor perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non 

Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non 

lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.
26

 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

golongan, diragukan, dan macet.
27

 

       Jadi pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang 

didalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah itu tidak memenuhi 

kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet. 

       Setiap kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah 

tidak akan lepas dari proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada 

tahapan sebagai berikut:
28

 

 

 

                                                             
       

25
 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 260 

       
26

 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), h. 66 

       
27

 Ibid. 

       
28

 Abd Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184 
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a. Tahapan Analisis Pembiayaan 

       Tahapan sebelum pemberian kredit atau pembiayaan harus 

diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap 

mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini 

disebut tahap analisis kredit atau pembiayaan. Pada tahap ini, calon 

debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut 

disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan 

harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu Character, 

Capacity, Capital, Condition of economy dan Colleteral. 

1) Character 

       Character adalah keadaan waktu atau sifat customer, baik 

di dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 

Kegunaan penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui 

sejauh mana itikad/kemampuan customer untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
29

 

2) Capacity 

       Capacity adalah kegitan untuk mengetahui kemampuan 

keungan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya 

sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui 

dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah didalam 

memenuhi kewajibannya, kemampuan keuangan calon nasabah 

sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran, 

                                                             
       

29
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 234 
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semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan 

semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat 

dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah 

dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang 

diperjanjikan.
30

 

3) Capital (Permodalan) 

       Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon mudhorib. Semakin besar modal sendiri 

pada perusahaan semakin tinggi kesungguhan calon mudhorib 

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin 

memberikan pembiayaan.
31

 

4) Condition of Economy 

       Condition of Economy adalah situasi kondisi ekonomi 

yang berkaitan erat dengan usaha yang duijalankan oleh 

nasbah baik dengan skala mikro maupun makro. Penilaian 

terhadap Codition juga perlu dilakukan untuk mengetahui 

kondisi daerah tertentu, dan untuk mengetahui prospek 

kedepannya sehingga tidak mempengaruhi didalam 

pengembalian kredit tersebut.
32

 

5) Colleteral (Jaminan) 

       Colleteral (jaminan) dalam mencari data untuk 

meyakinkan nilai kredit. Colleteral merupakan hal yang 

                                                             
       

30
 Ismail, Perbankan Syariah, h. 121 
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diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada 

sesuatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang 

lain maka peminta pembiayaan masih diberi kesempatan bila 

dapat memberikan jaminan.
33

  

b. Tahapan Dokumentasi 

       Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan atau 5C 

tersebut sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak 

Bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan 

oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu 

tahap setelah kredit atau pembiayaan diputuskan kedalam 

perjanjian kredit atau pembiayaan serta dilaksanakannya 

peningkatan agunan untuk pembiaayan yang diberikan.
34

 

c. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan 

       Setelah perjanjian kredit atau pembiayaan ditanda tangani 

kedua pihak dan dokumentasi pengikat angunan pembiayaan telah 

selesai dibuat, maka Bank atau lembaga keuangan melakukan 

pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama kredit itu 

digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu pembiayaan 

belum berakhir dengan cara melihat nasabah debitur membayar 

angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah debitur 

tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil,  

maka hal ini terjadi kendala pembiyaan. 
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2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah 

       Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu didalam 

sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaan mempengaruhi 

rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. 

Secara umum kendala pembiayaan disebabkan oleh faktor-faktor intern 

dan ekstern:
35

 

a. Faktor Intern Bank 

1) Kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank, 

sehingga tidak dapat meprediksi apa yang akan terjadi dalam 

kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya 

pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga 

nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi 

kemampuan. 

2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani 

pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan 

pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.  

3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat 

dan akurat. 

4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya 

komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen 

dalam memutuskan pembiayaan. 
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5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring 

pembiayaan debitur. 

b. Faktor Ekstern Bank 

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.  

a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pebayaran 

angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki 

kemauan dalam memenuhi kewajiban. 

b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana 

yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki 

dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan modal kerja. 

c) Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan 

menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai 

dengan tujuan pembiayaan. 

2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah. 

a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan 

perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat 

terbatas, sehingga tidak dapat membay  ar angsuran. 

b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sengga 

volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. 

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang 

berdampak pada usaha debitur. 

d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 
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3. Kolektabilitas Pembiayaan  

        Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu:
36

 

a. Lancar (golongan 1) 

       Apabila pembiayaan angsuran tepat waktu tidak ada tunggakan 

sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan 

keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan anggunan kuat. 

b. Dalam perhatian khusus (golongan 2) 

       Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Kurang lancar (golongan 3) 

      Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. 

d. Diragukan (golongan 4) 

       Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. 

e. Macet (golongan 5) 

       Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 270 hari. 
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C.  Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

       Didalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank mempunyai 

strategi yang umum dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam pendekatan yaitu soft approach dan hard approach.
37

 

1. Pendekatan soft approach 

       Merupakan suatu pendekatan pada umumnya dilakukan dengan 

upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diluar pengadilan. 

Langkah-langkah yang diambil dalam pendekatan soft approach 

adalah rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 

a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya disebabkan 

nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
38

 

b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara 

lain: 

1) Perubahan jadwal pembayaran. 

2) Perubahan jumlah angsuran. 

3) Perubahan jangka waktu. 

4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah. 
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5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 

atau musyarakah. 

6) Pemberian potongan.
39

 

c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. 

2) Konversi akad pembiayaan. 

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah. 

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan 

rescheduling atau reconditioning.
40

 

2. Pendekatan Hard Approach 

       Merupakan suatu pendekatan dengan upaya penyelasaian kendala 

pembiayaan yang dilakukan melibatkan jalur hokum yaitu: 

a) Melaui Eksekusi Jaminan 

“Bila kemacetan yang terjadi akibat kelalaian, pelanggaran atau 

kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah 

menyelesaikan segera termasuk menyerahkan barang yang 

diangunkan kepada bank”. Maka upaya penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh 

bank syariah. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga 

                                                             
       

39
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah., h. 84 

       
40

 Ibid., h. 84 



26 
 

 

jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai 

syariah).
41

  

b) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

“Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah salah 

satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum 

didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh pihak yang  besengketa.”
42

 

BASYARNAS berwenang: 

1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat 

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 

industri, jasa dan lain-lain yang menurut hokum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk 

menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai 

prosedur BASYARNAS. 

2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para 

pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan 

perkenaan dengan suatu perjanjian.
43

 

c) Penyelesaian Melalui Litigasi 

       Penyelesaian melalui litigasi akan timbul oleh bank bilamana 

nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan 

untuk memenuhi kewajibannya. Penyelesaian lewat litigasi adalah 
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43
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penyelesaian perselisihan perbankan syariah melalui lembaga 

pengadilan.
44

 

       Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang peradilan agama maka bilamana terjadi sengketa dalam 

bidang muamalat maka diselesaikan lewat pengadilan agama. 

Tujuan dari keberadaan keperadilan agama adalah bertugas dan 

berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: 

perkawinan, warisan, hibah, waqaf, zakat, infak, shodakoh dan 

ekonomi syariah.
45

 

Yang dimaksud ekonomi syariah adalah: 

1) Bank syariah 

2) Lembaga keuangan mikro syariah 

3) Asuransi syariah 

4) Reasuransi syariah 

5) Reksa dana syariah 

6) Obligasi syariah 

7) Sekuritas syariah 

8) Pembiayaan syariah 

9) Pengadaian syariah 

10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah 
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11) Bisnis syariah
46

 

       Kewenangan pengadilan agama yang dipaparkan oleh undang-

undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan kejelasan dan kepastian 

bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah, dalam 

penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin 

timbul dalam perbankan syariah, akan dilakukan melalui peradilan 

Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah mediasi perbankan, lembaga 

arbitrase atau melalui pengadilan dilingkungan peradilan umum 

sepanjang disepakati didalam akad oleh para pihak.
47

 

d) Hapus Buku dan Hapus Tagih 

       Hapus buku adalah tindakan administratif menghapus buku 

pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar 

kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih 

kreditur kepada nasabah. 

       Sedangkan hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban 

nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih 

menjadi hapus).
48
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi 

       PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman 

modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan 

Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi 

pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat 

itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 

15.000.000.000,- (lima belas miliyar rupiah) dari modal tersebut, modal yang 

sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2015 adalah 

sebesar Rp. 10.525.000.000,- (sepuluh miliyar lima ratus dua puluh lima juta 

rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) 

karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari 

total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi. 

       Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin 

maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil 

menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi 

Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang 

menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan 

bagi hasil yang sangat tinggi.
49
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       Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 

2008 oleh Drs Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan 

Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan. 

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan: 

1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank 

perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi. 

2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 

Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi. 

3. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang peribahan peraturan daerah 

Kabupaten Lampung Utara nomor 2 tahun 2007 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi. 

4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 

29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. BPRS 

Kotabumi menjadi PT. BPRS Kotabumi. 

       Kantor pusat PT. BPRS Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 

Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki 

dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. 

Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang 

Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. 

Selain itu PT. BPRS Kotabumi juga memiliki kantor kas Bukit Kemuning 

yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning. 
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1. Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi 

       PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam 

bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini 

mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur 

Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 

15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar 

tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per 

desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua 

puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham 

Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. 

BPR Syariah Kotabumi. 

       Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan 

berkembang 

       Setelah sembilan tahun beroperasi. Berdasarkan data yang ada bahwa 

perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan 

masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk 

menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat 

tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 

29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu 
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didampingi oleh Bpk Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar 

Lampung Bpk. Dahlan. 

       Ada beberapa penghargaan yang diterima PT. BPRS Kotabumi selama 

9 tahun belakangan ini seperti: 

a. Mendapatkan penghargaan infobank Golden Award BPRS terbaik se-

Indonesia setelah 5 (lima) tahun berturut-turut mempertahankan 

prestasi sebagai salah satu BPRS terbaik dengan tingkat pertumbuhan 

yang pesat, dengan tetap mempertahankan ratio TKS yang tergolong 

sangat baik. 

b. PT. BPR Syariah KOTABUMI Mendapatkan Peringkat- 1 BPR 

Terbaik di Indonesia. Dengan Aset Rp.100 M s/d < Rp. 250 M. 

c. Mendapatkan Anugrah BPR/S Terbaik Peringkat 1 yang diserahkan di 

Kantor KBRI Singapura 

d. Direktur Utama BPRS Kotabumi Mendapatkan Sertifikat TOP 

CEO BUMD 2017 

2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi 

a. Visi 

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam 

membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat. 

b. Misi 

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa 

perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang 

(rentenir). 

2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan 

(Ukhuwwah, Islamiah), Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak 

mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk 

mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. 

3. Struktur Organisasi 

       Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan 

perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat 

pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Organisasi PT. BPRS Kotabumi secara skema terdapat pada 

lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian (Job Description) BPRS Kotabumi: 

a. Rapat Umum Pemegang Saham 

1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS 

Kotabumi. 

2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPRS Kotabumi. 

b. Dewan Pengurus Syariah (DPS) 

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPR Syariah adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana 

pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan 

pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan 
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tertuang dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada 

Bank Indonesia. 

2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut 

berkaitan dengan Syariah Islam. 

3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta 

meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan 

tersebut menyimpang dari unsur syariah. 

4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus. 

c. Dewan Komisaris 

Tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: 

1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana 

pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank 

dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan 

tertuang dalam rencana kerja bank. 

2) Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan 

tersebut. 

3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta 

meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian 

pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat. 

4) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi 

mengenai perkembangan dan kualitas fortopolio pembiayaan 

secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu. 
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d. Dewan direksi  

Tujuan dari dewan direksi adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana 

pembiayaan yang akan dituangkan dalam rancangan kerja BPRS 

serta memastikan bahwa pelaksanaan  sesuai rencana 

2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan 

atas hasil evaluasi dan saran-saran hasil komite pembiayaan  

3) Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian 

prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan yang berlaku dipetundang-undangan. 

e. Internal audit  

       Internal audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi 

pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi 

seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi 

kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal audit 

bertanggungjawab kepada direksi. 

f. Marketing 

Tugas dari marketing adalah sebagai berikut: 

1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian 

marketing. 

2) Membuat dan menyusun aktivitas rencana kerja dalam ruang 

lingkup bagian marketing. 
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3) Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atau permohonan 

fasilitas pembiayaan yang telah dikordinasikan account officer 

dalam rapat marketing (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan 

ke rapat komite dengan direksi. 

g. Account officer (AO) 

Tugas dari acoount officer (AO) : 

1) Mencakup tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis. 

2) Account officer (AO)  

a) Tuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan. 

b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan 

seksama.  

c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat 

merugikan bank. 

h. Legal officer (LO) 

Tugas dari legal officer (LO) : 

1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti 

dokumen dan data lainnya. 

2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan 

agunan calon nasabah. 
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3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon 

nasabah. 

i. Adminitrasi pembiayaan dan legal 

       Administrasi pembiayaan dan legal merupakan unit yang 

beranggungjawab atas pelaksanan proses pembiayaan khususnya dari 

aspek legal pembiayaan, kelengkapaan dan keapsahan surat-surat 

nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian nasabah, administrasi 

pembiayaan, filterisasi dan pengamanaan proses pembiayaan dari 

aspek legal. 

j. Remedial  

       Remedial bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan 

yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan 

lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan 

hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi. 

k.  Oprasional 

       Oprasional bertugas memimpin, mengawasi dan 

bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja serta 

memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi. 

l. Teller 

       Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan 

setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan 

bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian. 

m. Costumer  Service (CS) 
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       Costumer  Service (CS) memiliki tanggungjawab atas nasabah 

dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan 

informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan 

dengan  mengutamakan kualitas dan kepuasaan nasabah. 

n. Accounting 

       Accounting merupakan unit yang melakukan pencatatan 

transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan 

penyimpanaan laporan keuangan setiap kegiataan oprasional 

perusahaan yang menjadi tanggungjawab unit akuntansi. 

o. Bagian umum dan personalia 

       Melakukan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta 

pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan dan 

perlengkapan pelayanan dibidang personalia dan umum. 

p. Informasi dan teknologi 

       Informasi dan teknologi bertugas membuat jadwal maintenanse 

atau perawatan hadware untuk tiap  hari. 

q. Driver/pengemudi 

Mengemudikan dan merawat kendaran bank. 

r. Penata ruang 

        Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi 

dokumen bank. 

s. Satpam (satuan pengamanan) 
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       Melaksanaan penjagaan gedung dan seisinya serta 

bertanggungjawab pada keamanan bank. 

4. Produk-Produk PT. BPR Syariah Kotabumi 

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

       Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk tabungan 

dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat di BPR Syariah Kotabumi terdiri 

dari:  

1) Tabungan Wadiah 

       Tabungan Wadian adalah simpanan pihak ketiga pada bank 

syariah kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan 

saja.Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh bank 

syariah kotabumi sebagai mudharib.Penabung memperoleh 

imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki peroranagan 

maupun perusahaan.
50

 

2) Deposito Investasi Mudharabah 

       Adalah investasi berdasarkan prinsip Mudharabah 

Mutlaqoh dengan jangkan waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana 

anda akan dikelola secara optimal untuk membiayayai usaha 

yang produktif yang berguna bagi kepentingan umat.
51
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 Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk deposito 
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b. Produk-produk pembiayaan PT BPR Syariah Kotabumi 

1) Ijarah Multijasa 

       Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan dimana bank 

memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh 

manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya 

saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat 

konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya 

kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, 

BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh  imbalan ujrah/fee. 

Besarnya ujrah/fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal bukan prosentase.Pembiayaan ijarah multijasa 

diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan 

dan kepariwisataan. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS.
52

 

2) Murabahah 

       Murabahah adalah pembiayaan pengadaan barang 

(murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli 

barang.Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai 

dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang 

telah disepakati barsama antara bank dengan nasabah.
53
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 Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk ijarah multijasa 
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 Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk murabahah 
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3) Qordh 

       Qordh adalah dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak 

mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam dan pemberi 

pinjaman
54

 

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi 

       Menurut Legal Officer bapak Agus Prasetyo bahwa dalam melakukan 

analisis pembiayaan pada nasabah meliputi 5C yaitu, 

1. Charakter (watak) 

       Cara yang digunakan PT. BPR Syariah Kotabumi yaitu dengan cara 

mewawancarai anggota atau calon nasabah melalui Account Officer (AO) 

yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sikap dalam 

menjawab pertanyaan. Dan pihak bank akan melakukan pengecekkan 

apakah nasabah atau calon nasabah sedang melakukan pembiayaan 

dilembaga keuangan lain.
55
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 Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk qordh 
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 Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi 

tanggal 22 November 2018 
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2. Capacity (kemampuan) 

       PT. BPR Syariah Kotabumi mencari informasi terkait tentang 

nasabah dengan rutin dan saat jatuh tempo. Pihak bank melakukan survei 

apakah usaha nasabah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan.
56

 

3. Capital (modal) 

        Pihak AO pada PT. BPR Syariah Kotabumi akan mengadakan 

wawancara kepada nasabah atau calon nasabah tentang tujuan 

pembiayaan yang diajukan, dan melihat jumlah modal sendiri yang 

dimiliki calon nasabah pembiayaan.
57

 

4. Condition (kondisi) 

       Cara menilai kondisi calon nasabah AO pada bank PT. BPR Syariah 

Kotabumi akan mewawancarai calon nasabah, sehingga AO dapat 

menganalisis usaha yang sedang dijalankan ataupun yang akan sedang 

dijalankan dan tempat usaha anggota, apakah layak atau tidak untuk 

diberikan pembiayaan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi.
58

 

5. Colleteral (anggunan) 

       Penialaian anggunan pada PT. BPR Syariah Kotabumi meliputi nilai 

barang, surat berharga atau garansi untuk memperkuat legalitas barang 
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 Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi 
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43 
 

 

anggunan. Bentuk anggunan di PT. BPR Syariah Kotabumi bisa berupa 

sertifikat, apapun yang dijaminkan baik rumah atau tanah.
59

 

Data NPF PT. BPRS Kotabumi
60

 

No. Tahun 
Pembiayaan NPF NPF 

(dalam Miliar) (dalam Miliar) % 

1 2015 65.545.819.985 1.315.759.100 2.01 

2 2016 74.859.020.000 2.030.674.600 2.71 

3 2017 101.617.091.500 1.644.460.100 1.62 

            

       Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 

5%. Pada tahun 2015 tercatat NPF di PT. BPR Syariah Kotabumi sebesar 

2.01%, pada tahun 2016 tercatat 2,71%, dan pada tahun 2017 tercatat 1,62%. 

Angka ini memang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia, namun jika 

terus di biarkan akan mengakibatkan pendapatan PT. BPR Syariah Kotabumi 

berkurang. Maka pembiayaan bermasalah tersebut harus ditangani. 

       Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. BPR Syariah 

Kotabumi adalah melakukan rescheduling (penjadwalan ulang), 

reconditioning (persyaratan ulang), dan restructuring (penataan ulang).
61

 

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 

       Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu 

pembiayaan, jadwal pembiayaan, dan jumlah angsuran. Restrukturisasi 

yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 

pembiayaan, namun tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus 
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dibayarkan oleh nasabah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidak 

cocokan jadwal angsuran dengan kemampuan dan kondisi yang dialami 

oleh nasabah, namun nasabah masih memiliki kemampuan untuk 

membayar.
62

 

2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) 

       Persyaratan ulang dapat dilakukan dengan menetapkan kembali 

seluruh atau sebagian  syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi 

hasil, pemberian potongan pokok atau lainnya tanpa menambah sisa 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
63

 

3. Restructuring (Penataan kembali) 

       Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak 

terbatas pada rescheduling atau reconditioning.
64

 

       Penanganan yang dilakukan PT. BPR Syariah Kotabumi berdasarkan 

kolektabilitas. 

1. Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) 

a. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung. 

b. Mengirimkan surat panggilan. 

c. Pada umur tunggakan 25 hari pihak bank mengirimkan surat 

panggilan. 
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2. Kolektabilitas 3 (kurang lancar) 

a. Pihak bank mengirimkan surat panggilan 2 ke nasabah. 

b. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung. 

c. Pihak bank menyerahkan dokumen ke Balai Lelang Swasta atau 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

5) Kolektabilitas 4 (diragukan)  

a. Pihak bank mengirimkan surat teguran 3 ke nasabah. 

b. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung. 

c. Mengirimkan surat pengosongan rumah atau objek tanggungan. 

d. Pemasangan plakat “Rumah dan Tanah ini Dijual”. 

e. Melakukan Lelang Objek Hak Tanggungan. 

f. Usul hapus buku tetapi dilihat dari nasabahnya terlebih dahulu, 

masih ada usaha ingin membayar atau tidak. 

C. Analisis 

       Marketing PT. BPR Syariah Kotabumi melakukan analisis pembiayaan 

kepada nasabah meliputi 5C yaitu Character (watak) hal ini bertujuan untuk 

mengetahui watak atau sifat kepribadian yang baik dalam kehidupan pribadi 

maupun di masyarakat yang telah terjalin dengan calon nasabah pembiayaan 

yang bersangkutan atau informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya 

(tetangga atau kerabat). Capacity (kemampuan) melihat kemampuan untuk 

menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga 

dapat mengembalikan atau memenuhi angsuran bagi hasil dengan rutin saat 

jatuh tempo. Capital (Modal) bertujuan untuk melihat jumlah modal sendiri 
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yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Condition (kondisi) bertujuan untuk 

melihat kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial atau 

lingkungan dan ekonomi, dan Colleteral (anggunan) bertujuan untuk aset atau 

benda yang diserahkan calon nasabah untuk jaminan terhadap pembiayaan 

yang diterimanya. 

       Strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada PT.BPR 

Syariah Kotabumi dengan melakukan pembagian berdasarkan kolektabilitas, 

yaitu kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, dan kolektibilitas 4, serta melakukan 

kunjungan rutin dengan waktu sesering mungkin dan menagih pada nasabah, 

menanyakan perkembangan, menunggu nasabah yang berjanji akan 

membayar, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya maka bank 

memberikan surat peringatan I, II, dan III. 

       Bila mana terjadi pembiayaan bermasalah Bank terutama mencari titik 

permasalahan nasabah, dan Bank lebih memilih cara menyelesaikannya 

dengan cara kekeluargaan. Jika nasabah melakukan pelanggaran atau kasus 

hukum,  misalnya melakukan pemalsuan berkas (ijazah, SK berkala, SK 

dirjen, dan lain-lain) maka pihak bank melaporkan kasus ke Polres. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat simpuklkan 

bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yg dilakukan PT. BPR 

Syrariah Kotabumi yaitu dengan melakukan rescheduling (penjadwalan 

ulang), reconditioning (persyaratan ulang), dan restructuring (penataan 

ulang), apabila dengan tiga cara tersebut tidak dapat diselesaikan, maka 

pihak Bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara 

litigasi yaitu dengan menjual barang anggunan dengan cara dilelang. 

       Untuk melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut PT. 

BPR Syrariah Kotabumi mengelompokkan pembiayaan bermasalah 

kedalam 4 kolektabilitas yaitu Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), 

Kolektabilitas 3 (kurang lancar), Kolektabilitas 4 (diragukan). 

B. Saran 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan 

bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syrariah 

Kotabumi sudah efektif dan lebih mengutamakan dengan cara 

kekeluargaan terlebih dahulu, namun dalam tahap analisa permohonan 

pembiayaan harus lebih di maksimalkan lagi agar mengurangi resiko 

terjadinya pembiayaan bermasalah.  
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